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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) pada tindak pidana 

pencemaran nama baik dengan studi kasus Putusan Nomor 

374/PID.SUS/2024/PT.SMG. Perkara ini menarik karena melibatkan Daniel Frits 

Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan hidup di Kepulauan Karimunjawa 

yang diadili atas unggahan di media sosial terkait kerusakan ekosistem. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan hakim menjatuhkan 

putusan lepas serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyusun putusan 

tersebut. Penelitian hukum normatif deskriptif-analitis ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara dan menyatakan 

terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan menerapkan norma 

perlindungan pejuang lingkungan hidup melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 jo. Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. 

Hakim menempuh pendekatan dua tahap, yaitu membuktikan status terdakwa 

sebagai pejuang lingkungan hidup kemudian memeriksa hubungan langsung antara 

unggahan dengan aktivitas advokasinya, serta menggabungkan pertimbangan 

yuridis dan non-yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkara yang 

mengandung dimensi perlindungan lingkungan hidup, hakim perlu menerapkan 

pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. 
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Pencemaran Nama Baik, Anti-SLAPP, Pejuang Lingkungan Hidup. 

 


